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Factors that cause Indonesia to be selected as a transit country for 
refugees and asylum seekers, among them are first, Indonesia has a vast 
marine territory of long coastline, but is not supported by strict rule of law. 
Secondly, Indonesia's position is very weak in addressing the problem  of 
asylum seekers and refugees from other countries because it has no national 
regulations that specifically address the issue. Third, the lack of facilities and 
infrastructure in handling refugees and asylum seekers. Fourth, the presence 
of  UNHCR  in  Jakarta  became  a  refugee  attraction.  Fifth,  the  culture  or 
culture of Indonesia, known for its hospitality, gives the impression that 
Indonesians can easily accept the arrival and whereabouts of refugees. 
The setting up of asylum seekers and refugees should be  placed in 
immigration legislation because the issue of asylum seekers and refugees is a 
foreigner's (immigration status) problem, which touches on international 
aspects. The handling of refugees, immigrants and asylum seekers faces 
several obstacles in the process of handling them: First, Internal Constraints; 
A) the absence of standard standards in legislation regarding the handling of 
illegal immigrants. b) The legal vacuum that comprehensively regulates 
asylum seekers and refugees in Indonesian positive law, weakens 
coordination among agencies in the field. c) Lack of immigration quarantine 
facilities to accommodate asylum seekers and refugees, d) Limited regular 
funds. Second, External Constraints. a) Local Government objected to the 
additional burden of the arrival of troubled foreigners. b) The often sharp 
distinction between regional culture and the culture of displaced potential 
foreigners brings about social conflict. c) Arise of social jealousy of the 
refugees received free humanitarian assistance in the form of shelter and 
living expenses, while local residents live in a state of deprivation. Residents 
do not realize that the aid is not from the government, but from UNHCR and 
or IOM. D) Often the assimilation between asylum-seeker men and refugees 
with local women, precisely leaves the child's burden. -the children who turn 
up when repatriation or resettlement are not brought along. 
The Suggestions or Recommendations of this paper are: a) Border 
control, with the aim of restricting the rudents of smugglers and refugees 
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and asylum seekers. b) Synergy (cooperation) by involving all elements of 
society. c) Establish an Integrated Task Force by involving relevant parties 
such as the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law and Human Rights, 
POLRI, and Prosecutors. d) Need to cooperate between countries of origin, 
transit or destination countries concretely by making mutual agreement in 






Faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih sebagai negara transit bagi 
para pengungsi dan pencari suaka,   diantaranya adalah pertama, Indonesia 
memiliki wilayah laut yang luas dangaris pantai yang panjang, namun, tidak 
didukung oleh aturan hukum yang tegas. Kedua,posisi Indonesia sangat 
lemah dalam mengatasi  masalah para  pencari  suaka  dan pengungsi dari 
negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus 
membahas masalah tersebut.  Ketiga,kurangnya sarana dan prasarana  yang 
dimiliki dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Keempat, 
keberadaan UNHCR di Jakarta menjadi dayatarik pengungsi. Kelima, kultur 
atau budayamasyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramahannya, 
menimbulkan kesan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menerima 
kedatangan dan keberadaan para pengungsi. 
Pengaturan  pencari  suaka  dan  pengungsi  selayaknya  ditempatkan 
dalam  perundang-undangan  keimigrasian  karena  masalah  pencari  suaka 
dan pengungsi merupakan masalah (status keimigrasian) orang asing, yang 
menyentuh aspek intemasional. Penanganan terhadap pengungsi, imigran 
dan pencari suaka mengalami beberapa kendala dalam proses penanganan 
terhadap mereka, yaitu: Pertama, Kendala Internal; a) tidak adanya standar 
baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran 
gelap. b) Kekosongan     hukum    yang    mengatur    secara    komprehensif 
pencari   suaka   dan   pengungsi   di   dalam   hukum   positif   Indonesia, 
melemahkan koordinasi antar instansi di lapangan. c) Kekurangan fasilitas 
karantina imigrasi untuk menampung para pencari suaka  dan  pengungsi, 
d) Keterbatasan  dana rutin. Kedua, Kendala Eksternal. a) Pemerintah Daerah 
keberatan menerima beban tambahan kedatangan orang-orang asing 
bermasalah. b) Perbedaan yang seringkali tajam antara kultur daerah dan 
kultur orang asing pengungsi potensial mendatangkan konflik sosial. c) 
Timbul kecemburuan sosial terbadap pengungsi mendapat bantuan 
kemanusiaan  gratis  berupa tempat  tinggal  dan  biaya hidup, sedangkan 
warga setempat hidup dalam keadaan kekurangan. Warga tidak menyadari 
bahwa bantuan  itu  bukan berasal dari pemerintah, tapi dari UNHCR dan 
atau  IOM.    d)  Seringkali    asimilasi    antara  pria    pencari  suaka    atau 
pengungsi dengan perempuan warga setempat, justru meninggalkan beban 
anak.-anak yang temyata saat repatriasi atau resettlement tidak dibawa serta.
50  
 
Adapun Saran atau Rekomendasi dari tulisan  ini adalah: a) Kontrol 
perbatasan, dengan tujuan untuk membatasi ruanggerak dari para agen 
penyelundup dan para pengungsi dan pencari suaka. b) Sinergi (kerjasama) 
dengan melibatkan semua elemen masyarakat. c) Membentuk Satuan Tugas 
Terpadu dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  seperti  Kementrian Luar 
Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, POLRI, dan Jaksa. d) Perlu 
melakukan  kerjasama  antar  negara  asal,  transit    ataupun  negara  tujuan 




Pengungsian atau perpindahan 
penduduk   dalam   skala   besar   ini 
pada awalnya hanya merupakan 
persoalan domestik suatu negara. 
Kemudian, karena perpindahan 
penduduk juga melampaui suatu 
batas negara satu ke negara lainnya, 
masalah pengungsi pada akhirnya 
meluas menjadi persoalan negara- 
negara di kawasan tertentu dan 
terakhir dianggap merupakan 
masalah bersama umat manusia.53 
Penanganan    pengungsi    dan 
 
pencari suaka Indonesia terjebak 
dalam posisi dilematis, di satu sisi 
Indonesia dituntut ketegasannya 
dalam menangani para pengungsi 




53   Romsan, Ahmad, (Eds), Pengantar Hukum 
Pengungsi  Internasional:  Hukum 
Internasional  dan  Prinsip-Prinsip 
Perlindungan Internasional, UNHCR 
Perwakilan Regional Jakarta, Republik 
Indonesia, Bandung: Percetakan Sanic Offset, 
200, hlm. 3 
dalam wilayah Indonesia, di lain sisi 
Indonesia juga tidak sepantasnya 
menolak dan mengusir para 
pengungsi  dan  pencari  suaka 
tersebut secara langsung mengingat 
adanya prinsip kemanusiaan dan 
HAM yang harus ditaati. Badan PBB 
United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) memiliki mandat 
yaitu memberikan bantuan 
perlindungan dan pemeliharaan 
pengungsi sampai mendapat 
penyelesaian. Mengingat sampai saat 
ini Indonesia belum meratifikasi 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 
mengenai pengungsi, penanganan 
pengungsi di Indonesia secara 
dominan ditangani oleh UNHCR. 
Menurut  data  yang  diperoleh 
 
dari desk Penanganan 
Penyelundupan Manusia, Pengungsi 
dan Pencari Suaka (P2MP2S) 
Kementerian Koordinator Politik 
Hukum             dan             Keamanan
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(KEMENKOPOLHUKAM),      setiap 
tahunnya   jumlah   pengungsi   dan 
pencari suaka cenderung naik, data 
 
yang   diperoleh   dari   tahun   2013 





No Tahun Pencari Suaka Pengungsi Jumlah 
1 2013 7.110 3.206 10.316 
2 2014 6.348 4.456 10.804 
3 2015 7.666 5.739 13.405 
Sumber: P2MP2S Kemenkopolhukam, 2015 
 
 
Beberapa faktor yang 
menyebabkanIndonesia dipilih 
sebagai negara transit diantaranya 
adalah pertama, Indonesia memiliki 
wilayah laut yang luas dan garis 
pantai yang panjang, namun, tidak 
didukung oleh aturan hukum yang 
tegas. Sehingga    dengan    mudah 
dimanfaatkan bagi para pengungsi 
dan pencari suaka untuk memasuki 
wilayah   Indonesia. Kedua, posisi 
Indonesia sangat lemah dalam 
mengatasi masalah para pencari 
suaka  dan  pengungsi  dari  negara 
lain karena tidak memiliki peraturan 
nasional yang secara khusus 
membahas masalah tersebut.  Ketiga, 
kurangnya  sarana  danprasarana 
yang dimiliki   dalam penanganan 
pengungsi dan pencari suaka untuk 
mengawasi      perairan      Indonesia 
secara intensif. Keempat, keberadaan 
UNHCR   di   Jakarta   juga   menjadi 
daya tarik pengungsi. Kelima, kultur 
atau budaya masyarakat Indonesia 
yang dikenal dengan keramahannya, 
menimbulkan kesan masyarakat 
Indonesia dapat dengan mudah 
menerima kedatangan dan 
keberadaan para pengungsi. Dan 
keenam, Indonesia telah hidup rukun 
dengan  berbagai  macam  suku, 
agama dan budaya yang 
beranekaragam.54 
Di  Indonesia  terdapat  banyak 
 
sebutan untuk  istilah   ―pengungsi‖. 
Wagiman, menginventarisasi enam 
istilah yang merujuk pada sebutan 
pengungsi yang sering dikutip dari 
media,  seperti  imigran  gelap(illegal 
 
 
54  Mirza    Satri    Buana,    2007,    Hukum 
Internasional:  Teori dan Praktek,  FH Unlam 
Press, Banjarmasin, hlm. 2.
52  
 
immigrant), pencari suaka, pendatang 
illegal, pengungsi sejati, pendatang 
biasa, pengungsi, manusia perahu, 
migrant,vulnerable  people  dan 
vulnerable groups.55 
Tahun 2015 terjadi eksodus 
besar-besaran yang dilakukan oleh 
warga negara yang negaranya tidak 
stabil dalam urusan politik,mazhab, 
ras, agama, peperangan dan konflik 
inters dan sebagainya. Diantaranya 
pengungsi dan pencari suakayang 
berasal dari suriah yang pergi 
mencari  suaka  kenegeri  bagian 
Eropa dan negara lainnya. Termasuk 
Australia sebagai tujuan akhir 
mereka. Dengan     posisi     ini 
Indonesia dapat   menjadi Negara 
transit   dan  bahkan  Negara tujuan 
para pengungsi dan pencari suaka 
atau penyelundupan manusia. 
Banyaknya pemberitaan di media 
yang mengabarkan tentang 
pengungsi dan pencari suakaatau 
penyelundupan 
manusiayangsinggah di Indonesia, 
atau  orang  asing  dari  negara  lain 
yang               meminta               suaka 
 
keIndonesia,menegaskan bahwa 
pengungsi dan pencari 
suakamerupakan salah satu masalah 
yang cukup serius.      Masalah 
penyelundupan     manusia yang 
melanda Indonesia semakin serius. 
Jika pada awalnya para pengungsi 
dan pencari suakayang   tertangkap 
oleh aparat keamanan Republik 
Indonesia di perbatasan wilayah 
negara adalah merupakan kelompok 
yang memiliki tujuan ke negara 
Australia,  dan         menjadikan 
Indonesia sebagai negara transit, kini 
malah  negara  Indonesia  yang 
menjadi tujuan utama.56 
Berdasarkan latar belakang 
tersebut maka artikel ini akan 
membahas tentang ―Globalisasidan 
Genealogi Stabilitas Domestik: 
Tantangan dan Kebijakan Terhadap 





Tulisan ini bersifat deskriptif 
dengan  pedekatan  studi 
kepustakaan     (Library     Reasearch),
 
 
55     Wagiman     ,     2012,     Hukum     Pengungsi 
Internasional, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. xv 
56  Wasi'ul   Ulum.,   Polisi Cokok Gembong 
Penyelundup Manusia dari Iran. dalam 
http://www.lempo.co/readlnewsI20 
13/0512] 1058481 J 69/. Diakses 20 Juni 2017.
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dengan  cara  mengiventarisir 
berbagai  bahan pustaka  utama  dan 
pendukung yang berkaitan dengan 
fokus permasalahan untuk 
memperoleh gambaran yang bersifat 
umum dan relatif menyeluruh, 
tentang Globalisasi dan Genealogi 
Stabilitas Domestik: Tantangan dan 
Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan 
Pencari  Suaka.  Dengan 
dilakukannya cara ini, selain 
diperoleh berbagai informasi yang 
diperlukan, penulis juga 
mendapatkan pengetahuan tingkat 
permukaan, tentang berbagai bagian 





1. Kompleksitas    Masalah    dan 
Tantangan Globalisasi 
Globalisasi adalah konsep yang 
sangat elastis dan dapat dirumuskan 
 
melaluiberbagai sudut pandang. 
Definisi ekonomi dari globalisasi 
mengutamakan 
liberalisasi,privatisasi                     dan 
 
terbukanya  ekonomi  nasional. 
Elemen kunci dari transformasi ini 
adalahperluasan dan pendalaman 
dari  mekanisme  pasar  global  yang 
 
mampu penetrasi secaralebih 
mendalam  dalam  sebuah 
masyarakat.  Definisi  lain 
menekankan kemajuanteknologi 
komunikasi dan informasi yang 
demikian  cepat  yang 
memungkinkan organisasi kegiatan- 
kegiatan  ekonomi  secara  lebih 
efektif. Kemajuan teknologi 
danliberalisasi dengan sendirinya 
akan mengurangi ongkos-ongkos 
transaksi. Sementaraitu, definisi 
sosiologi cenderung melihat 
globalisasi sebagai sebuah transisi ke 
arah pasca-modernisasi dimana 
waktu dan ruang menjadi semakin 
menyatu. Akibatnya,identitas 
individu maupun kolektif dibentuk 
kembali oleh tali-temali beragam 
denganaktor-aktor lain. Bisa 
dikatakan bahwa aspek kunci dari 
globalisasi adalah pembentukan 
ruang transnasional baru dan tidak 
terbatas untuk  berinteraksi,  sesuatu 







57     Paulus Rudolf Yuniarto, Masalah  Globalisasi 
di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, 
dan Tantangan, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, 
No. 1, 2014, Hlm. 67-95
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Globalisasi      adalah      sebuah 
Industry-level,        sebuah       proses 
mikroekonomi   yang   konsekuensi- 
konsekuensi politiknya berbeda dari 
konsekuensi              interdependensi. 
Globalisasi bukan saja mengintegrasi 
unit-unit    politik    yang    beragam 
kedalam  kerangka  ekonomi  global, 
tetapi    juga    melemahkan   batasan 
antara  wilayah  (spheres)  publik  dan 
privat. Sebagai akibatnya, globalisasi 
ekonomi       akan       menghapuskan 
kedaulatan  internal  sebuah  negara 
dengan  mereduksi  kemampuannya 
untuk mengatur secara efektif. Selain 
itu,        globalisasi        juga        akan 
menginternasionalisasikan 
kedaulatan  internal  dan  membuka 
kelemahan   dan   kekurangan   dari 
negara yang bersangkutan.58 
Globalisasi                 tampaknya 
 
merupakan suatu fenomena yang 
luas,  namun  sebenarnya  dapat 
dibagi ke dalam beberapa kategori, 
misalnya,       globalisasi       dibidang 
 
58 Bantarto       Bandoro,       Masalah-masalah 
Keamanan Internasional Abad 21, Makalah 
Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan 
Hukum Nasional VIII, Tema: Penegakan 
Hukum Dalam Era Pembangunan 
Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen 
Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia 
Denpasar, 14-18 Juli 2003. Hlm, 6. 
 
ekonomi bisa dilihat dalam isu 
perdagangan bebas. Rejim 
perdagangan dunia WTO 
membicarakan soal kebijakan 
perdagangan internasional, 
khususnya perdagangan bebas. 
Produk barang dan jasa diharapkan 
mudah bergerak dari negara lain 
tampa memperoleh hambatan baik 
tarif maupun nontarif. Globalisasi 
dibidang  politik  dan  ideologi bisa 
dipahami dari berkembang isu 
demokratisasi dan HAM. Semangat 
demokratisasi yang terjadi disuatu 
kawasan bisa menular ke kawasan 
lain. Isu demokratisasi di Eropa 
Timur  menumbangkan  rejim 
komunis   yang   otoriter   satu   demi 
satu. Globalisasi dibidang budaya 
bisa dikaitkan dengan gaya hidup 
yang  ada  di  suatu kawasan diikuti 
oleh suatu masyarakat di 
kawasanlain. Misalnya budaya 
populer AS diikuti oleh sebagian 
masyarakat di tempat lain. Hal ini 
bisa dilihat dari maraknya 
masyarakat menikmati McDonald, 
Coca Cola, Kintucky Fried Chicken. 
Mode pakaian bergaya Blue Jeans 
yang disukai kaum muda AS, seperti
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Levi‘s        juga        disenangi      oleh 
 
masyarakat di negara lain.59 
 
Dari beberapa perspektif ide 
maupun  praktis  yang  tercakup 
dalam tema globalisasi di atas, 
globalisasi sendiri di hadapkan pada 
kompleksitas  masalah  dan 
tantangan. Secara umum, 
kompleksitas  ini  dapat  di  uraikan 
dalam empat pemahaman; pertama, 
globalisasi tidak bisa dihindari, 
namun bagaimana mengurangi 
dampak negatif bagi kepentingan 
setiap aktor, terutama bagi setiap 
warga  negara, baik  secara  ekonomi 
maupun politik, keamanan dan 
kebudayaan. Kedua, dampak 
globalisasi yang terjadi di tingkat 
regional dan nasional terhadap 
masyarakat, pemerintah dan 
pasar/pelaku ekonomi. Ketiga, 
masalah penataan struktur dan pola 
hubungan   antar   para   aktor   yang 
lebih simetris yang bekerja dalam 
ranah globalisasi. Atau dengan kata 
lain,  lunturnya  batas  negara  yang 
 
59  Siswanto. 2010. Masyarakat Eropa Dalam 
Merespon Globalisasi Diteropong Dari Kajian 
Wilayah. dalam PSDR LIPI. 2010. Term of 
Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam 
Perspektif   Kajian  Wilayah,   Kamis,5   Agustus 
2010,  Gedung  Widya  Graha  LIPI  Lantai  V, 
Jakarta (Hal 1-8). Hlm. 1-8 
 
bergiat  di  bidang  globalisasi 
ekonomi dapat membangun suatu 
kekuatan negara, kelompok 
masyarakat atau korporasi 
perusahaan transnasional.Keempat, 
Migrasi,  pengungsi  dan  pencari 
suaka sebagai tantangan globalisasi. 
 
 
2. Migrasi,       Pengungsi       Dan 
Pencari Suaka: Tantangan 
Globalisasi 
Migrasi didefinisikan sebagai 
suatu bentuk perpindahan seseorang 
atau   kelompok   orang   baik   lintas 
batas atau di dalam teritorial negara, 
yang meliputi berbagai bentuk, 
tempo, komposisi, dan faktor 
penyebab perpindahan manusia. 
Termasuk dalam definisi di sini juga 
perpindahan pengungsi, orang yang 
kehilangan tempat tinggal, migran 
ilegal dan juga migran ekonomi. 
Diperkirakan   terdapat   sekitar   214 
juta orang tinggal di luar negara 
pengirim atau daerah asalnya.60 
Perkembangan             teknologi 
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pelak membuat masyarakat dunia 
menjadi lintas batas, atau dalam 
bahasa Kenichi Ohmae, borderless 
society.61  Periode modern 
perpindahan manusia ditandai tidak 
hanya semakin tingginya angka 
migrasi manusia lintas batas negara, 
tetapi juga pertumbuhan signifikan 
migrasi dalam secara ekonomis, 
sosial,      kultural,     dan     politik.62 
Perdagangan           dunia           yang 
 
meniscayakan perpindahan modal, 
barang, dan jasa juga 
mengikutsertakan perpindahan 
manusia. 
Castells dan Miller 
mengidentifikasi  lima 
kecenderungan  umum perpindahan 
manusia kontemporer. Pertama, 
adalah perpindahan manusia 
kontemporer melibatkan sejumlah 
besar negara, baik sebagai negara 
pengirim maupun penerima. 
Fenomena  ini  bisa  disebut 
globalization of migrations. Kedua, arus 
perpindahan    manusia    diprediksi 
 
akan semakin meningkat dari tahun 
ke  tahun.  Ketiga,  migrasi 
internasional tidak memiliki pola 
sama, seperti adanya migrasi 
musiman disamping migrasi 
permanen. Keempat,tidak seperti di 
masa lalu yang hanya melibatkan 
laki-laki,  di  era  sekarang,  migrasi 
juga dilakukan oleh kaum hawa. 
Kelima, akibat-akibat yang 
ditimbulkan migrasi internasional 
menjadi isu politik di banyak 
negara.63 
Perpindahan  manusia  tersebut 
 
bisa dibedakan antara mereka yang 
berpindah atas pilihan sendiri 
(voluntary   migration)   dan   mereka 
yang terpaksa meninggalkan tanah 
kelahiran (involuntary migration) 
sebagai pekerja (migrant worker), 
pengungsi (refugee) atau pencari 
suaka (asylum seeker). Banyak faktor- 
faktor yang membuat mereka 
bermigrasi. Faktor dari negara asal 
bisa berupa bencana alam, 
pengangguran, tekanan pemerintah, 
perang.   Sedangkan  faktor  penarik
57  
 
dari negara tujuan seperti daya tarik 
ekonomi, kesamaan kultur, 
mengenyam   pendidikan, 
kesempatan   mendapatkan 
kebebasan yang lebih dari yang 
didapatkan di negara asal. 
Teori tentang migrasi manusia 
pertama kali diperkenalkan oleh 
Ernest Ravenstein pada tahun 1889. 
Setelah memperhatikan data sensus 
penduduk di Inggris dan Wales kala 
itu,  dia  menyimpulkan  bahwa 
migrasi dipengaruhi oleh proses 
“push-pull”, dimana kondisi tidak 
menguntungkan    di    satu    tempat 
‗mendorong‘ manusia untuk keluar. 
Sebaliknya, kondisi yang 
menguntungkan di tempat lain akan 
‗menarik‘  manusia  untuk  pergi   ke 
 
daerah tersebut. Banyak teoritisi 
mengikuti jejak Ravenstein. Teori- 
teori dominan yang diusung para 
akademisi kontemporer kurang lebih 
merupakan variasi dari 
kesimpulannya.64 
Pada  era  kontemporer  cukup 
 
banyak faktor yang membuat 
manusia bermigrasi. Meskipun tidak 
 
 
64     http://www.csiss.org/classics/content/90. 
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lagi mendominasi, namun faktor 
struktural masih berperan dalam 
mendorong seseorang untuk 
bermigrasi. Faktor-faktor pendorong 
(pushed) seperti kemiskinan, bencana 
alam, tekanan pemerintah, berkait 
kelindan, peperangan dan konflik 
suku dan agama dengan faktor 
penarik (pulled) berupa daya tarik 
ekonomi di negara-negara maju. 
Suaka         (asylum)         adalah 
 
penganugerahan  perlindungan 
dalam wilayah suatu  negara kepada 
orang-orang dari negara lain yang 
datang  ke  negara  yang 
bersangkutan karena menghindari 
pengejaran  atau  bahaya  besar, 
Suaka mencakup   berbagai   aspek, 
termasuk  prinsip non-refoulement,65 
ijin untuk tetap tinggal dalam 
wilayah negara  pemberi  suaka  dan 
perlakuan sesuai standar umum 
kemanusiaan. Sedangkan seseorang 
yang    dalam   proses   permohonan 
 
 
65     Non-refoulemenl  adalah prinsip  dasar hukum 
pengungsi   yang   melarang   negara   negara 
untuk mengembalikan   pengungsi   dengan 
cara     apapun,     ke     negara-negara     atau 
wilayah dimana nyawa ataupun kebebasan 
mereka tcrancam (Pasal 33). Prinsip Non 
refoulement   merupakan bagian dari hukum 
adapt internasional oleh karenanya mengikat 
semua negara, meskipun bukan merupakan 
anggota Konvensi 1951.
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 Protecting  Refugees.  A Field Guidefor NGO  's,  
tanpa tahun, hal. 125-136. 68 Pasal    1   Konvensi    1951    tentang    Refugee 
67 Enny   Soeprapto,   Catatan-catatan   Tentang  (Pengungsi) 
 Beberapa   Aspek   Hukum   Masalah-masalah 
Pengungsi,  Jakarta,  1982,  hlm.  20. Lihat juga 
69 Ajat    Sudrajat    Havid,    Pengungsi    dalam 
Kerangka  Kebijakan  Keimigrasian  Indonesia 
 Sulaiman   Hamid,   Lembaga   Suaka   Dalam  Kini   dan   yang   Akan   Datang,   Indonesian 
 Hukum  Intrnasional,        PT.  Raja  Grafilldo  Journal   of   International   Law,   Volume   2 
 Persada, Jakarta, 2002, hlm. 39.  Nomor I Oktober 2004, hlm.87-106 
 
 
suaka dan belum   diputuskan   oleh 
negara tempatnya mengajukan 
perlindungan adalah pencari suaka 
(asylum seeker).66 
Istilah suaka dan pengungsi 
mempunyai   pengertian   hukum 
yang berbeda namun pengertian 
suaka itu sebenarnya begitu dekat 
dengan pengertian pengungsi. Status 
sebagai pengungsi merupakan tahap 
berikut dari proses pencarian suaka 
di  luar  negara  asal 
(kewarganegaraan atau tempat 
berdiam), seorang pengungsi adalah 
sekaligus seorang pencari suaka 
karena sebelum seseorang diakui 
sebagai pengungsi, dia adalah 
seorang pencari suaka. Sebaliknya, 
pencari suaka belum tentu 
merupakan pengungsi, ia baru 
menjadi pengungsi setelah diakui 
statusnya oleh instrumen hukum 






66     UNHCR   dan LSM. Istilah   Yang  Berkaitan 
Dengan       Perlindungan;        disalin       dari 
 
Pengungsi  adalah  status  yang 
diakui oleh hukum intemasional. 
Pengungsi   (refugee)68         adalah 
 
orang yang berada di luar negara 
asalnya atau tempat  tinggal  aslinya, 
mempunyai   dasar ketakutan yang 
sah akan diganggu keselamatannya 
sebagai  akibat  kesukuan  (ras), 
agama, kewarganegaraan, 
keanggotaan   dalam   kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politik 
yang dianutnya, serta tidak mampu 
atau tidak ingin memperoleh 
perlindungan bagi dirinya dari 
negara  asal  tersebut,  ataupun 
kembali ke sana karena mengkha 
watirkan keselamatan dirinya. 
Seseorang  yang  telah  diakui 
statusnya sebagai pengungsi   akan 
menerima  hak-hak  dan 
perlindungan atas bak-haknya itu 
serta kewajiban-kewajiban yang 
ditetapkan.69 
3.    Pengungsi, Pencari Suaka dan 
 




Indonesia  menjadi  sorotan 
dunia internasional mengenai 
penyelundupan  manusia  yang 
terjadi di berbagai wilayah di 
Indonesia khsusunya wilayah yang 
berbatasan  langsung  dengan 
samudra Hindia. Banyaknya jumlah 
pengungsi yang berasal dari Timur 
Tengah dan Asia Selatan untuk 
mencari suaka di Australia dan 
singgah di Indonesia, telah menjadi 
sebuah masalah hukum tersendiri 
bagi Indonesia. Masalah tambahan 
juga datang dari aspek hukum, 
karena pengungsi dan pencari 
suakamerupakan sebuah bentuk 
kejahatan transnasional yang 
pelakunya merupakan pelaku lintas 
negara. Para pengungsi dan pencari 
suakamelakukan perjalanan dari 
negara asal menuju negara tujuan 
dengan menggunakan jasa sebuah 
pelaku  penyelundupan  manusia 
yang terorganisir. Ketidak mampuan 
ekonomi  para  pengungsi  dan 
pencari suaka, memaksa mereka 
untuk menggunakan jasa 
penyelundupan ini. 
Masalah             penyelundupan 
 
tersebut      menjadikan      Indonesia 
 
sebagai negara yang paling disorot 
oleh dunia internasional, akibat 
sering terjadinya kasus 
penyelundupan manusia menuju 
Australia yang tertangkap di 
Indonesia.  Penyelundupan 
pengungsi dan pencari suakatelah 
menjadi sebuah lahan bisnis baru 
yang sangat menguntungkan. Para 
pengungsi dan pencari suakaini juga 
difasilitasi oleh oknum yang berasal 
dari warga negara Indonesia. Para 
oknum ini membantu para imigran 
dalam  menyiapkan  semua 
kebutuhan dan persiapan para 
pengungsi dan pencari suaka 
tersebut. Para oknum warga 
Indonesia ini juga memfasilitasi 
tempat peristirahatan sementara, 
lokasi pemberangkatan, serta perahu 
untuk mengarungi lautan menuju 
Australia. Sebagai penyedia jasa 
tersebut, para oknum ini 
mendapatkan sejumlah uang dari 
para imigran ilegal tersebut. 
Penyelundupan pengungsi dan 
pencari suakaini dilakukan oleh 
sindikat mafia internasiona yang 
terorganisasi. Para pelaku kejahatan 
tersebut   memiliki   mobilitas   tinggi
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sehingga mampu untuk menjangkau 
batas antar negara. Kejahatan 
penyelundupan para imigran ilegal 
ini sering melibatkan warga negara 
asing, sehingga sering kali 
menganggu hubungan antara 
Indonesia dan Australia. 
Keberadaan    para    pengungsi 
 
dan pencari suakayang hendak 
menuju  Australia  telah  menjadi 
beban bagi Pemerintah dan rakyak 
Indonesia. Beban tersebut terkait 
dengan keberadaan ratusan 
pengungsi yang berstatus pengungsi 
dan  pencari  suaka  penghuni 
beberapa rumah detensi imigrasi 
(rudenim) telah melebihi kapasitas. 
Selain dampak ekonomi, terdapat 
juga dampak sosial, yang mana saat 
orang asing tidak menaati peraturan 
yang berlaku di Indonesia dan juga 
melakukan kegiatan yang berbahaya 
dan mengancam keamanan 
Indonesia.  Hal  tersebut  dapat 
disalah  gunakan  oleh  para 
pengungsi dan pencari suakauntuk 
melakukan pekerjaan yang melangar 
hukum di Indonesia seperti jaringan 
prostitusi, penjualan obat-obatan 
terlarang.    Bahkan    di    Pekanbaru 
 
beberapa oknum pengungsi dan 
pencari suaka asal Iran ada yang 
berprofesi sebagai gigolo, homo seks, 
dan wanita panggilan.70 
Fenomena      pengungsi      dan 
 
pencari suaka berprofesi sebagai 
gigolo, homo seks, dan wanita 
panggilanyang terjadi di Pekanbaru, 
sejauh ini ada korelasi antara temuan 
penelitian di lapangan dengan teori 
dari Kevin Avruch mengenani ethnic 
communal conflict, Avruch 
mengungkapkan bahwa implikasi 
perubahan budaya terhadap konflik 
ada beberapa kemungkinan. Di satu 
sisi, kepekaan perubahan budaya 
dapat mendorong ke arah 
ketidakstabilan sosial, dan hal 
tersebut   mungkin   mendorong   ke 
arah konflik. Pada sisi lain, 
kemungkinan perubahan nilai 
budaya dapat membuktikan 
penyesuaian terhadap situasi yang 
baru, dan para individu yang 
membawa budaya lokal dapat 







70     Didi Ronaldo, ―Disdukcapil Kota Pekan Baru 
Kebobolan Imigran Gelap  Memiliki KTP‖, 




mengungkapkan ada tujuh unsur 
kebudayaan universal yaitu Bahasa; 
Sistem Pengetahuan; Sistem 
Kemasyarakatan atau Organisasi 
Sosial;  Sistem Peralatan Hidup  dan 
Teknologi; Sistem Mata Pencaharian 
Hidup;  Sistem  Religi;  dan 
Kesenian.72 Poetra juga 
menambahkan bahwa sebagian ahli 
antropologi menganggap ada tiga 
hasil dari sebuah proses akulturasi, 
yakni:  (1)  penerimaan  (acceptance); 
(2)  penyesuaian  (adaptation);  (3) 
reaksi (reaction).73 
Dari praktik yang terjadi di 
Pekanbaru bahwa kedua 
kemungkinan dari teori avruch 
memang terjadi, yaitu adanya 
perbedaan budaya dapat mendorong 
ke arah konflik, sekaligus dengan 
adanya perbedaan budaya dapat 
mengakibatkan adanya penyesuaian 





71 Avruch, Kevin, 1998, Culture & Conflict 
Resolution, Washington DC: United States 
Institute of Peace Press. 
72 Koentjaraningrat,                                       2005, 
PengantarAntropologi I,Jakarta: Rineka Cipta. 
73  Poetra,   Heddy   Sri   Ahimsa         2001, 
Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya 
Sastra, Yogyakarta: Galang Press. 
 
Untuk kemungkinan yang 
pertama, yaitu mengenai aspek 
perbedaan   budaya   sebagai   akibat 
dari potensi konflik, secara teknis 
temuan yang ada di lapangan 
sebagian besar pertengkaran atau 
keributan warga dengan para 
pengungsi seringkali disebabkan 
karena masalah perbedaan etika, dan 
juga paham agama pada awalnya 
berangkat dari norma etika dan 
susila, hingga pada akhirnya 
berujung pada tindakan pidana. 
Untuk     kemungkinan     yang 
 
kedua  dari  teori  Avruch  yaitu 
dengan adanya perbedaan budaya 
dapat mengakibatkan adanya 
penyesuaian budaya yang baru. 
Koentjaraningrat juga menambahkan 
mengenai akulturasi budaya, 
disebutkan bahwa proses sosial yang 
timbul apabila sekelompok manusia 
dengan suatu kebudayaan tertentu 
dihadapkan pada unsur dari suatu 
kebudayaan asing sehingga unsur- 
unsur asing itu lambat laun diterima 
dan diolah kedalam kebudayaan 
sendiri, tanpa menyebabkan 




Dapat dilihat adanya korelasi 
antara teori Kevin avruch dengan 
kondisi dilapangan, memang ada 
beberapa permasalah yang 
diakibatkan oleh perbedaan masalah 
budaya, lebih spesifik lagi yaitu 
permasalahan etika yang memang 
tidak  sesuai  dengan  etika 
masyarakat lokal. Tetapi timbul juga 
adanya akulturasi budaya diantara 
pengungsi  dan  juga  masyarakat 
lokal. Dapat dikatakan bahwa dua 
kemungkinan dari teori avruch 
memang terjadi, dalam penelitian ini 
yang paling terlihat menonjol adalah 
kemungkinan pertama, yaitu 
kemungkinan timbulnya potensi 
konflik. Adanya akulturasi budaya 
berupa  penerimaan budaya  mereka 
memang terlihat, tetapi tidak 
sebanyak potensi konflik atau 
permasalahan-permasalahan yang 
terjadi. 
Kehadiran      pengungsi      dan 
 
pencari suaka di Indonesia akibat 
dampak dari konflik di negara asal 
imigran memiliki dmapak ekonomi, 
ideologi, sosial budaya, keamanan 
sosial, dan politik bagi imigran dan 
juga Indonesia. Dalam hal ideologi, 
 
keluar masukna imigran ilegal tanpa 
disertai dokumentasi resmi dapat 
membehayakan nlai-nilai dsar yang 
selama ini terjaga dan ada di 
Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, 
keluar  masuknya  imigran  ilegal 
tanpa disertai dokumen dapat 
membawa pengaruh pada pola 
kehidupan bernegara. Karena 
ideologi   yang   berasal   dari   luar, 
belum tentu seusai dengna yang ada 
di Indonesia. Selain itu dampak secar 
apolitik adalah, penyelundupan 
manusia dalam jumlah besar baik 
sebagai imigran ilegal dan pencari 
suaka berimbas pada Indonesia 
sebagai negara yang menjadi tempat 
rransit. Para imigran ilegal tersebut 
menjadi beban bagi Indonesia karena 
suatu kepedulian kemanusiaan. Oleh 
karenanya, dapat mempengaruhi 
hubungan negara secara politik. 
Setidaknya       terdapat       tiga 
 
hubungan politik, yaitu Indonesia 
sebagai negara transit, Australia 
sebagai negara tujuan migran, dan 
juga negara asal imigran tersebut. 
Dampak secara ekonomi terkait 
dengan pengungsi dan pencari 
suakaadalah saat mereka masuk ke
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Indonesia tanpa visa maka 
pendapatan negara akan berkurang, 
selain itu bagi para imigran yang 
masuk dan bekerja secara ilegal di 
Indonesia  menjadi  maslaah 
tersendiri dalam persaingan bisinis, 
kerena para pengungsi dan pencari 
suakadipekerjakan secara murah. 
Dampak  secara  sosial  budaya 
adalah, para imgiran yang masuk 
secara ilegal akan membawa 
pengaruh sosial padakehidupan 
warga  negara  Indonesia.  Hal 
tersebut akan menciptakan budaya 
baru yang terkadang tidak sesuai 
dengan budaya yang berlaku di 
Indonesia. Kemudian dampak 
selanjutnya adalah dampak secara 
keamanan nasional (stabilitas), 
penyelundupan manusia baik masuk 
dan  kedalam  justru  akan 
menciptakan kerawanan bagi 
keamanan negara. Karena masuknya 
para pengungsi dan pencari 
suakatanpa adanya dokumen resmi 
dapat menimbulkan masalah 
pelanggaran hukum di Indonesia. 
Kehidupan serba kekurangan 
akanmemaksa mereka melakukan 
tindak  kejahatan.  Dampak  terakhir 
 
dari pengungsi dan pencari 
suakayang masuk ke Indonesia 
adalah pelanggaran perundang- 
undangan ynag terkait dengan 
keimigrasian.74 
Indonesia       sebagai       negara 
 
kepulauan terbesar di dunia, 
Indonesia juga memiliki potensi dari 
letak geografisnya yang sangat 
strategis sebagai jalur perdaganan 
internasional. Namun lemahnya 
penegkan peraturan hukum serta 
pengawasan dan penyalahgunaan 
izin masuk mengenai keimigrasian 
menjadikan Indonesia rentan akan 
kejahatan penyelundupan pengungsi 
dan pencari suakake Australia. Para 
pengungsi  dan  pencari  suaka 
tersebut memanfaatkan kelemahan 
yang  dmiliki  Indonesia  seperti dari 
letak geografisnya dengan masuk 
melalui beberapa titik yang lemah 
penjagaan dan keberadaan UNHCR 
di Jakarta. Selain itu para imigran 
kerap menjadikan korban perang 




74Fernando, Sam, ―Politik Hukum Pemerintah 
(Direktorat Jendral Imigrasi) Dalam 
Menanggulangi Masalah Penyelundupan 




bahwa  Indonesia  hanya  sebagai 
lokasi transit. 
Meskipun     demikian,     secara 
 
intensif  Indonesia  terus 
memperbaiki kebijakan maritimnya 
yang berdampak pada stabilitas dan 
keamanan di kawasan perairan 
Indonesia. Secara signifikan, 
Indonesia berusaha untuk dapat 
mengidentifikasi sumber-sumber 
ancaman yang mengarah pada 
pemahaman menenau bagaumana 
cara untu mengatasi ancaman dan 
tantangan dari kehadiran imigran 
ilegal  yang  singgah  di  Indonesia. 
Saat ini Indonesia juga menerapkan 
sebuah kebijakan yang diberi nama 
―selective     policy”,     yaitu     sebuah 
 
kebijakan yang mengatur masuknya 
warga asing ke Indonesia hanya 
sesuai kebutuhan dan dapat 
memberikan   manfaat   bagi   negara 
dan pemerintah Indonesia.75 
 
 
4. Keimigrasian  sebagai  Wujud 
Kedaulatan Interdependen 
Membicarakan                   fungsi 




75     Susilo    Joko,    dalam   ―Potensi    Indonesia‖, 
harian Jambi edisi 23 Juni 2009. 
 
dikaitkan dengan teori kedaulatan, 
karena teori ini merupakan landasan 
dasar bekerjanya fungsi 
keimigrasian76 Berdasarkan landasan 
tersebut, negara berwenang untuk 
menentukan izin bagi 
warganegaranya untuk bepergian ke 
luar negeri dan kondisi-kondisinya, 
dan menentukan izin masuk dan 
penetapan orang asing di negara 
tersebut.77 
Dalam pemikiran klasik, 
kedaulatan diasosiasikan dengan 
kekuasaan  tertinggi  (supreme), 
mutlak (absolute), dan tidak terbagi 
(indivisible).78Jean  Bodin,  peletak 
dasar teori kedaulatan negara, 
membatasi kedaulatan hanya berada 
di tangan negara dan hanya dalam 
(wilayah) negara.79 Dalam hal ini, 
negara dipandang sebagai satu- 
satunya organisasi tertinggi, yang 
berbeda dengan organisasi lainnya. 
Pada setiap organisasi pasti terdapat 
 
76     M. Iman Santoso. (2007). Perspektif   Imigrasi 
Dalam United Nation Convention Against 
Trans- national Organized Crime, Jakarta: 
Perum Percetakan NegaraRI, hlm. 18. 
77     Guy  S.  Goodwin  Gill.  (1978).  Internasional 
Law   and   Movement   of   Persons   Between 
States, Oxford: Clarendon Press, hlm. 3. 
78     Jo-Anne  Pemberton.  (2009).  Sovereignty:  In- 
terpretations,    Hampshire    –    New    York: 
Palgrave Macmilan, hlm. 1. 
79     ibid
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kekuasaan, namun hanya negara 
yang memiliki kekuasaan tertinggi 
dibandingkan organisasi lainnya, 
yaitu kedaulatan. 
Dipandang         dari         aspek 
 
kedaulatan klasik ini, karakteristik 
dari ketentuan-ketentuan hukum di 
bidang keimigrasian, meminjam 
istilah Gill, mencerminkan absolute 
and uncontrolled discretion (diskresi 
yang absolut dan tanpa kontrol) atau 
sovereign  power  (kekuasaan 
berdaulat) dari negara.80 
Namun    demikian,    menurut 
 
Pemberton,  konsep  kedaulatan 
klasik seperti yang dikemukakan 
Bodin tersebut, cenderung mengarah 
pada tirani,81 walaupun konsep 
tersebut merupakan bentuk respon 
Bodin pada zamannya terutama di 
Perancis dimana penguasa tidak 
mampu mengatasi dominasi 
kekuasaan religius yang 




80     Guy S. Goodwin Gill, Loc.Cit., hlm. 3. 
81     Jo-Anne Pembarton, Op. Cit., hlm. 26. 
82     Konsep  tersebut  merupakan  bentuk  respon 
Bodin terhadap lemahnya peran penguasa di 
Perancis yang tidak mampu mencegah 
terjadinya   perang   sipil   dan   agama   tahun 
1572.Peristiwa puncak dari perang sipil dan 
agama   yang   dikritik   oleh   Bodin   adalah 
 
Dalam perkembangannya, 
kedaulatan negara dihadapkan pada 
fenomena globalisasi. Terkait hal ini, 
Anne L. Clunan mencatat sejumlah 
literatur akedemik yang melakukan 
studi terhadap erosi kedaulatan 
internal negara akibat fenomena 
globalisasi atau globalization‟s  erotion 
of state control (erosi globalisasi 
terhadap kontrol negara), seperti 
yang dilakukan oleh Keohane and 
Nye (1989), Rosenau (1990), Strange 
(1996),  Mathews  (1997),  dan 
Slaughter 2004.83 
Studi tersebut menggambarkan 
 
erosi secara de facto terhadap 
kedaulatan internal negara, di mana 
terjadi reduksi kemampuan negara 
untuk mengendalikan hal-hal yang 
terjadi  di  dalam  batas  wilayah 
negara  di  bawah  tekanan 






peristiwa pembunuhan masal penganut 
Kristen Protestan di mana lebih dari 3000 
orang dipenggal di Paris dan antara 10.000 
sampai dengan 20.000 orang terbunuh antara 
tanggal 23-24 Agustus 1572. Ibid., hlm. 23. 
83     Anne  L. Clunan. ―Redefining  Sovereignty: Hu- 
manitarianism‟s Challenge to Sovereign Immu- 
nity”  dalam  Noha  Shawki  and  Michaelene 
Cox (ed). (2009). Negotiating Sovereignty and 
Human  Rights  Actors  and  Issues  in 








negara  tidak  dapat  mengatur  apa 
85 Jo-Anne Pembarton, Loc.Cit., hlm. 1. 
86 Catherine Dauvergne (2008). Making People 
 Illegal     What     Globalization     Means     for 87 Stephen    D.    Krasner.    1(999),.Sovereignty: 
 Migration and Law, Cambridge – New York :  Orga- nized Hypocrisy, Pricenton:  Pricenton 
 Cambridge University Press, hlm. 31.  University Press, hlm. 223 
 
 
(global).84 Bahkan menurut 
Pamberton, di sejumlah literatur, 
globalisasi dianggap telah 
menyebabkan ―kematian negara- 
negara berdaulat‖.85 Di sisi lain, 
terdapat pandangan bahwa peran 
negara nasional dalam globalisasi 
justru akan semakin   penting. Linda 
Weiss,      misalnya,        mengatakan: 
―negara-negara        bangsa        akan 
 
berperan lebih besar daripada 
berkurang (perannya). Menguatnya 
peran negara-negara bangsa dalam 
kenyataan akan meningkatkan 
pembangunan ekonomi dunia‖.86 
Selain   pendapat-pendapat   di 
 
atas yang saling bertentangan, 
terdapat  pendapat  yang 
menganggap bahwa di satu sisi 
globalisasi memiliki dampak pada 
kedaulatan negara namun di sisi lain 
hal tersebut tidak menja- dikan 
kedaulatan negara menjadi tidak 
relevan.  Hal tersebut mencerminkan 
perlunya rekonseptualisasi 
kedaulatan,       meminjam       istilah 
 
Pamberton, untuk mengakomodasi 
peningkatan batas-batas wilayah 
yang kabur dan politik dunia yang 
multidimensional. 
Konsep     kedaulatan     negara 
 
perlu menyesuaikan perubahan 
lingkungan eksternal, dalam hal ini 
globalisasi. Namun demikian, 
menurut  Krasner,  tantangan 
semacam globalisasi bukan 
merupakan hal baru bagi negara- 
negara bangsa, seperti migrasi yang 
besar pada abad ke-19.87Dalam 
pandangan Krasner, globalisasi 
terkait dengan salah satu aspek 
kedaulatan, yaitu kedaulatan 
interdependen yang mengacu pada 
pengendalian negara terhadap 
pergerakan lintas batas negara. 
Menurut Krasner, hilangnya 
kedaulatan interdependen tidak 
menyebabkan hilangnya kedaulatan 
domestik suatu negara dalam 
mengambil  keputusan  yang 
otoritatif, namunhal tersebut 
mengurangi aspek kedaulatan 
domestik. Bagi Krasner, jika sebuah
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yang  melewati  batas  negaranya, 
maka negara tersebut tidak dapat 
mengendalikan  apa  yang  akan 
terjadi    di    wilayah    negaranya.88 
Dalam    hal    ini,    Krasner    sendiri 
 
mengakui bahwa salah satu aspek 
dari  kedaulatan  negara  dapat 
menjadi tidak efektif akibat 
globalisasi, walaupun tidak 
mematikan  seluruh  aspek 
kedaulatan negara. 
Dari perkembangan konsep 
kedaulatan di atas, keimigrasian 
terkait dengan aspek kedaulatan 
interdependen atau kemampuan 
negara untuk mengontrol/ 
mengendalikan keluar masuknya 
orang pada wilayah negara. Di sisi 
lain, ketentuan-ketentuan 
keimigrasian merupakan wujud dari 
kedaulatan domestik negara, 
terutama untuk menentukan siapa 
saja orang yang dapat keluar dan 
masuk  pada  wilayah  negara 
tersebut. Dengan demikian, 
keimigrasian terkait dengan isu 
pengendalian (control) lalu lintas 
orang lintas negara dan kewenangan 
(authority)       untuk       menerapkan 
 
88     Ibid 
 
ketentuan-ketentuan keimigrasian. 
Dapat terjadi suatu negara memiliki 
hukum keimigrasian yang sangat 
ketat, namun memiliki kemampuan 
yang lemah dalam mengendalikan 
lalu lintas orang yang masuk atau ke 
luar pada wilayahnya atau 
sebaliknya. Dalam hal ini, bahwa 
keimigrasian merupakan the last 
bastions of sovereignty (benteng 
terakhir kedaulatan) sangat 
bergantung pada pelaksanaan kedua 
aspek kedaulatan tersebut, terutama 
dalam merespon fenomena migrasi, 




5. Kendala-Kendala               Yang 
Dihadapi  Dalam  Penanganan 
Pengungsi dan Pencari Suaka 
Indonesia     yang     merupakan 
negara kepulauan dengan letak yang 
 
strategis  di  antara  dua  benua  dan 
dua Samudra, dan dengan batas 
geografi    dan    jalur    pantai    yang 
 
 
89     Stephen  Legomsky.  ―The  Last   Bastions   of 
State   sovereignty   Immigration    and 
Nationality Go Global‖, dalam Andrew C. 
Sobel (ed). (2009). Challenges of Globalization 
Immigration, Social Welfare, Global 
Governance, London – New York: Routledge, 




panjang dan sulit dikontrol menjadi 
jalur  transit yang  sering digunakan 
para imigran dengan berbagai motif 
dan cara, khu susnya bagi para 
pengungsi . Kantor Imigrasi yang 
menjadi pintu utama dalam 
penanganan terhadap imigran 
gelap/pengungsi ini mengalami 
beberapa kendala dalam proses 
penanganan terhadap imigran 
gelap/pengungsi, yaitu: 
Pertama,  Kendala  Internal;  a) 
 
Disebabkan tidak adanya standar 
baku dalamperaturanperundang- 
undangan mengenai penanganan 
imigran gelap yang padahal adalah 
pengungsi membuat kurangnya 
koordinasi dan kerjasama antar 
lembaga yang mempunyai tugas 
pokok  dalam penanganan terhadap 
imigran gelap/pengungsi. Lembaga 
yang mempunyai tugas pokok selain 
Kantor Imigrasi dalam penanganan 
terhadap imigran gelap/pengungsi, 
adalah:1)      Departemen Dalam 
Negeri; 2)          Departemen 
Perhubungan; 3)       Kepolisian 
Republik Indonesia; 4)   Departemen 
Sosial.  b)  Kekosongan          hukum 
yang              mengatur              secara 
 
komprehensif pencari suaka dan 
pengungsi di dalam hukum positif 
Indonesia, melemahkan koordinasi 
antar instansi di lapangan. c) 
Kekurangan fasilitas karantina 
imigrasi untuk menampung para 
pencari suaka    dan    pengungsi, 
ditanggulangi dengan bantuan10M 
yang membiayai penyediaan tempat 
penampungan berupa losmen atau 
hotel. d) Keterbatasan    dana    rutin 
sebagai persiapan upaya tanggap 
darurat, pemeliharaan kesehatan, 
rehabilitasi dan sebagainya 
menyulitkan antisipasi keadaan 
darurat orang-orang asing 
bermasalah. d)   Kurangnya Sumber 
Daya Manusia dalam proses 
penanganan terhadap imigran 
gelap/pengungsi 
Kedua,      Kendala      Eksternal, 
 
Penanganan  terhadap  imigran 
gelap/ pengungsi membutuhkan 
kerjasama dari berbagai pihak 
terutama masyarakat.   Para pihak 
yang kurang terbuka dalam 
memberikan informasi mengenai 
keberadaan  orang  asing 
menghambat dalam penanganan 
terhadap  imigran  gelap/pengungsi.
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Hubungan lingkungan sekitar, 
masyarakat dan instansi yang terkait 
merupakan hubungan yang terjadi 
tidak hanya semata-mata 
menyangkut aspek  ekonomis  tetapi 
juga aspek lainnya seperti aspek 
sosial, politik dan aspek keamanan.90 
a) dalam banyak kasus, Pemerintah 
Daerah keberatan menerima beban 
tambahan kedatangan orang-orang 
asing    bermasalah. b) Perbedaan 
yang seringkali tajam antara kultur 
daerah dan kultur orang asing 
pengungsi potensial mendatangkan 
konflik  sosial.  c)  Timbul 
kecemburuan sosial terbadap 
pengungsi mendapat bantuan 
kemanusiaan   gratis   berupa tempat 
tinggal  dan  biaya hidup,sedangkan 
warga setempat hidup dalam 
keadaan kekurangan.    Warga  tidak 
menyadari   bahwa   bantuan       itu 
bukan berasal dari pemerintah, tapi 
dari UNHCR dan atau IOM.91  d) 
Seringkali     asimilasi     antara  pria 
 
 
90 Mochtar        Kusumaatmadja,        Hukum, 
Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum 
Nasional, Bina cipta, Bandung,2002, hlm .83 . 
91  Bandingkan  dengan  Jawahir  Thontowi, 
Hukum  Intemasional       Di  Indonesia. 
Dinemika dan Implementasinya dalam 
Beberapa Kasus Kemanusiaan; Madyan Press, 
Yogyakarta, 2002, hlm. 148. 
 
pencari suaka     atau pengungsi 
dengan perempuan warga setempat, 
justru meninggalkan beban anak.- 
anak yang temyata saat repatriasi 
atau resettlement tidak dibawa serta. 
e) kurangnya sarana dan prasarana 
selain itu, kantor Imigrasi  mengakui 
dalam  pelaksanaan  tugas 
penanganan terhadap imigran 
gelap/pengungsi kurang   didukung 
dengan   sarana   dan prasana   yang 
memadai. Anggaran yang 
dialokasikan  tidak  sebanding 
dengan permasalahan yang harus 
diatasi. Sarana seperti alat 
transportasi dan peralatan 
komunikasi yang minim akhirnya 






1.    Kesimpulan 
 
Suaka bukan merupakan 
sesuatu yang dapat diklaim oleh 
seseorang sebagai hak. Pemberian 
suaka atau penolakan suaka adalah 
hak negara berdasarkan 
kedaulatannya. Oleh karena itu, 
apabila suaka diberikan oleh  negara 
kepada  seseorang maka orang yang
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menerima suaka wajib tunduk pada 
hukum dan peraturan   perundang- 
undangan negara pemberi suaka. 
Penerima suaka juga   tidak boleh 
melakukan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat menentang   negara   asalnya 
atau yang dapat mengakibatkan 
ketegangan-ketegangan  antara 
negara    pemberi  suaka  dan negara 
asal penerima suaka. 
Negara    harus    menghormati 
 
hak-hak dasar dalam keadaan 
apapun, baik dalam keadaan damai 
maupun perang,   yaitu hak untuk 
hidup. Oleh karena itu, pemberian 
suaka merupakan tindakan   yang 
harus diterima  sebagai tindakan 
darnai .dan humaniter dan tidak 
boleh dipandang sebagai tindakan 
tidak   bersahabat   terhadap   negara 
asal pencari suaka. 
Masalah pencari   suaka dan 
pengungsi adalah merupakan 
masalah nyata yang sulit diejakkan 
dan dapat   terjadi sewaktu waktu. 
Pengaturan pencari suaka dan 
pengungsi   selayaknya ditempatkan 
dalam perundang-undangan 
keimigrasian    karena    masalah 
pencari       suaka    dan    pengungsi 
 
merupakan masalah (status 
keimigrasian) orang asing. 
Pengaturan masalah   pencari   suaka 
dan   pengungsi   dapat diakomodir, 
sehingga tidak kehilangan   esensi 




2.    Saran atau Rekomendasi 
 
a. Kontrol    perbatasan,    dengan 
tujuan untuk membatasi ruang 
gerak dari para agen 
penyelundup dan para 
pengungsi dan pencari suaka. 
b. Pemerintah                melakukan 
 
kerjasama dengan melibatkan 
semua  elemen  masyarakat, 
yang dapat dilakukan dalam 
bentuk sosialisasi tentang 
pengungsi dan pencari suaka 
dan Pembinaan Jaringan yang 
ada  di  setiap  lapisan 
masyarakat yang dapat 
memberikan informasi secara 
cepat tentang kedatangan 
maupun keberadaan pengungsi 
dan pencari suaka di wilayah 




c. Membentuk      Satuan      Tugas 
Terpadu dengan melibatkan 
pihak-pihak terkait seperti 
Kementrian Luar Negeri, 
Kementrian Hukum dan HAM, 
POLRI,  dan Jaksa  yang  secara 
bersama-sama dengan giat 
menanggulangi permasalahan 
pengungsi dan pencari suakadi 
Indonesia sehingga terjalin 
sinergi antara pihak-pihak 
terkait. 
d. Mempercepat              mengatasi 
 
pengungsi dan pencari suaka 
tidak bisa diselessikan   sendiri 
baik  negara  asal,  transit 
ataupun negara    tujuan,   oleh 
karena itu perlu melakukan 
kerjasarna secara konkrit 
dengan membuat   kesepakatan 
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